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ABSTRAK 

 

Amanullah Faqih, 2024: “Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi 

Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)”. 

Kata kunci : Wali Adhal, Tidak Sekufu 

 Bagaimana jika  seorang wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan 

wanita dibawah perwalian, akan menjadi masalah jika seorang wali menolak 

lamaran pria yang sekufu, mampu membayar mahar, baligh, muslim, tidak cacat 

fisik, jika wali menolak dengan maksut eman, tidak mau melepaskan dengan 

menghalangi pernikahan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang 

tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara. 

Fokus penelitian, sebagaimana berikut: 1) Bagaimana duduk perkara wali 

adhal dengan alasan tidak sekufu dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr ?. 2) 

Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan wali adhal pada 

penetapan nomor: “Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” ?. 

Penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Pendekatan 

Perundang-undangan. Pendekatan Studi Kasus, bahan hukum yang digunakan 

seperti buku, skripsi, jurnal, penetapan hakim, undang undang dan lain 

sebagainya. dalam menganalisa data peneliti menggunakan teknik reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan yang didapatkan sebagaimana berikut ini: 1) Calon suaminya telah 

meminang pemohon kepada ayahnya, namun ayah pemohon sebagai wali tidak 

setuju atau menolak lamaran calon suami pemohon. Ayah pemohon menolak 

lamaran tersebut dan berpendapat, mengiginkan calon pria yang bekerja sebagai 

PNS, dan wali dari calon pria yang melamar tidak turut hadir. Pemohon telah 

berusaha membujuk agar walinya mau menikahkan pemohon dengan calon 

suaminya, akan tetapi wali dari pemohon, tetap bersikukuh tidak mau 

menikahkan. Pemohon sudah menyodorkan semua berkas pernikahan, akan tetapi 

pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak, dengan alasan karena wali 

tidak mau menikahkan dan tidak bersedia menjadi wali. Pemohon menganggap 

dirinya telah dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon suami 

pemohon juga telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan 

tetap dan memiliki penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya. 

Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, menurut 

ketentuan hukum islam dan hukum negara yang berlaku. Pemohon dalam waktu 

dekat akan melangsungkan pernikahan karena agar tidak ada hal yang tidak 

diinginkan oleh pemohon dan calon suaminya. Sebagaimana yang telah disebut 

diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Jember, untuk 

meminta penetapan wali hakim, agar pemohon dan calon suaminya bisa menikah 

menggunakan wali hakim. 2) Hasil dari pertimbangan hukum penetapan majelis 

hakim pengadilan agama telah sesuai dengan hukum islam dan hukum yang 

berlaku, maka dari itu penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu ini dapat 

dipertimbangkan dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku dengan 
mempertimbangkan hukum dan syariat islam sebagaimana yang berlaku di 

Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian   

Pernikahan adalah definisi penggabungan dari dua keluarga besar 

untuk menjadi saling keterpautan antar keluarga guna membangun silaturahmi 

yang baik antar keluarga. Dimana hal tersebut juga dijalankan dengan 

keikhlasan kedua belah pihak untuk saling melepaskan anaknya untuk 

membangun rumah tangga dan membuat inti keluarga yang lain dengan suami 

atau istri yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana pada 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah 

dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

selanjutnya disingkat UU Perkawinan, Pasal 6 UU Perkawinan baik secara 

agama maupun negara, yang selanjutnya pernikahan juga dapat memberikan 

kesejahteraan lahir batin kepada siapa saja yang melakukannya, membina 

rumah tangga, mendapatkan keturunan, dan juga menggapai cita dan cinta dari 

Allah subhanahuwata’ala. Sebagaimana pernikahan yakni juga termasuk 

sunnah nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam hadis :  

ْ , فَمَنْ كَ الَنِّ  نِِّّْ )رَوَاهُ اأبْنُ مَاجَّهْ مأنْ رَوَ ايَةَ عَا ئأثَةْ( رَ  احُ سُنَّتِأ ْ فَ لَيْسَ مأ غأبَ عَنْ سُنَّتِأ  
 

Artinya: “Nikah itu termasuk sunah ku maka barangsiapa tidak 

melaksanakan sunahku tidaklah termasuk golongan ku”.
1
 

 

 

                                                             
1
 Busriyanti, Fiqih Munakahat, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 3. 
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 Dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur.an dan hadis nabi Muhammad 

SAW dapat disimpulkan bahwasanya dalam Islam mengajarkan dalam 

perkawinan adalah mengandung nilai ibadah dan memiliki unsur perintah dan 

hal ini sama artinya dengan ibadah yang dapat menimbulkan nilai positif 

sebagai tujuan perkawinan.
2
 

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang didalam rumah tangga 

dapat dilihat dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang baik antara suami 

istri sudah mencerminkan keberhasilan dalam membina rumah tangga dan 

juga saling mencintai dalam sauatu perjanjian. Hal ini merupakan dambaan 

dan cita-cita bagi para pasangan berumah tangga tanpa adanya unsur paksaan 

dalam menciptakan istilah baitii jannatii.
3
 

Memilih jodoh adalah sebagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, 

walaupun prinsip ini tidak tercantum dalam UU Perkawinan, akan tetapi 

memilih jodoh itu adalah hal yang sangat penting karena pernikahan bukanlah 

hubungan yang sebentar akan tetapi pernikahan adalah salah satu peristiwa 

yang akan terukir selama-lamanya, ada 4 anjuran nabi Muhammad SAW 

sebagaimana dalam hadis berikut: 

ِّ صَلَّى اللهُ  ىَ اللهُ عَنْهُ عَنأ النَّبِأ ا, الِأَ مَ : الأ رْبَعْ قَالَ: تُ نْكَحُ الْمَرْأةَُ الِأَ  عَلَيْهأ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِأ هُرَيْ رَةأ رضأ
 (مَعَ بقَأيَّةأ السَّب ْعَةأ  هأ يْ لَ عَ ق  فَ ت َ مُ )بَّتْ يَدَاكَ ينأ تَرأ الدِّ  هَا, فَاظْفَرْ بأذَاتأ نأ يْ مَالَِاَ, وَلَدأ هَا, وَلأَ بأ وَلِأَسَ 

Artinya: “Dalam memilih jodoh yakni apabila kita memilih 

perempuan, pilihlah sesuai kekayaan, status social, kecantikan, 

                                                             
2
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 9. 

3 Irkham Machfud, Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman 

(Yogyakarta Fitramaya: Fitramaya, 2005), 26. 
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kafahaman agama”. ( HR Bukhari, Muslim, Adu Dawud, an-

Nasai, dan Ibnu Majah )
4 

Maksutnya adalah apabila ada orang mencari jodoh maka harus bersifat 

se khufu‘, agar tidak menimbulkan potensi ketidakcocokan dalam hal 

kedudukan.
5
 

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 50 tentang 

perwalian, yang membahas tentang wali nikah, pernikahan tidak dapat 

dilangsungkan dan berjalan dengan semestinya apabila tidak ada wali yang 

menikahkan calon pengantin perempuan, dan juga bisa saja pernikahan 

tersebut menjadi batal, dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan dengan 

tindakan atau ucapan wanita yang ingin menikah itu sendiri yang artinya perlu 

adanya wali, walau penunjukan berdasarkan sebab terjadinya wali yang 

memiliki keabsahan untuk mengakadkan calon pengantin wanita karena 

adanya wali juga termasuk rukun dalam pernikahan sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana berikut, 

untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali 

nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. 

Lalu bagaimana apabila ada ayah dari pihak perempuan yang tidak 

merasa cocok oleh calon pengantin pria untuk melangsungkan pernikahan 

tersebut sampai sukses dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah 

warahmah dengan disertai alasan alasan tertentu agar supaya pernikahan 

tersebut tidak jadi ketahap selanjutnya, dalam agama Islam orang tua yang 

                                                             
4
 Abdurrahman al Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah (Beirut: Dar al Kutub al 

’Ilmiyyah, 1999), 59. 
5
 Rifka Annisa, Perempuan Mencari Keadilan, (Yogyakarta: Rifka Media, 2013), 46. 
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enggan menikahkan putrinya dengan alasan alasan tertentu yang tidak 

dibenarkan dalam islam dengan niat menghalang halangi maka perwaliannya 

dapat berpindah tangan kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari 

pengadilan.
6
 

Bagaimana pokok pemikiran tentang penetapan wali adhal yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah enggannya orang tua untuk menikahkan putrinya 

karena sebab yang tidak disetujui oleh pihak wali perempuan yang menjadi 

sebuah hambatan untuk mendapatkan restu dari orang tua perempuan. 

Gagasan pokoknya adalah apabila calon pengantin pria mengalami penyakit 

kusta (judzaam). Imam Syafi’i berpendapat pernikahan boleh dibatalkan 

apabila terdapat cacat aib-aib dalam sebuah pernikahan, contohnya seperti 

gila, kusta, penyakit kulit, yang suatu saat bisa membuat suatu keraguan atau 

bahkan juga bisa menimbulkan kerusakan dalam sebuah hubungan 

pernikahan.
7
 

Jika ada wanita yang meminta kepada walinya untuk dinikahkan oleh 

seorang pria, akan tetapi wali daripada perempuan tidak mau atau enggan 

melakukan akad untuk melangsungkan pernikahan antara wanita dan pria 

demi membangun rumah tangga yang diharapkan karena ada alasan-alasan 

yang membuat wali enggan untuk menikahkan karena pria yang melamar yang 

akan menjadi calon suami tidak sesui harapan wali yang kehendaki, 

Sebagaimana seperti kasus pada penetapan wali adhal nomor: “Penetapan 

1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” 

                                                             
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Bandung: Kencana, 2018), 17. 

7
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), 23. 
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Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 27-

28: 

ن تأكُمْ  وَتََوُْنُ وْا وَالرَّسُوْلَ  الل  هَ  تََوُْنوُا لَ  ا مَنُ وْا الَّذأيْنَ  ايَ ُّهَاي   اَ اوَاعْلَمُوْ  عْلَمُوْنَ ت َ  وَانَْ تُمْ  امَ   وَاوَْلَدكُُمْ  امَْوَالُكُمْ  انََّّ
نَة    يْم  عَظأ  اَجْر   عأنْدَه الل  هَ  وَّانََّ  ۙ   فأت ْ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu menghianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan 

ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan 

dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar”.  

 

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan untuk 

tetap melakukan pernikahan dengan memberikan ketetapan wali adhal untuk 

tetap melakukan pernikahan walaupun sang wali tidak memberikan 

persetujuan pada mulanya karena sang wali beranggapan calon pengantin pria 

tidak sekufu, dan alasan tersebut dalam Islam tidak dibenarkan, akan tetapi 

terdapat kasus sebagaimana dalam sebuah penetapan nomor: “Penetapan 

1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” penetapan wali adhal, yang membuat penyusun ingin 

melakukan kajian dan melakukan penelitian hal tersebut guna untuk 

mendapatkan pandangan dan juga mendapatkan wawasan baru atau bahkan 

penulis bisa mendapatkan pandangan hukum baru setelah meneliti kasus 

tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian 

mendalam tentang “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu 

Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” 

  



6 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Sebagaimana konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana duduk perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu dalam 

Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr ? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan wali adhal 

pada penetapan nomor: “Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan yakni memiliki fungsi sebagai gambaran hasil apa 

yang telah di dapat setelah melakukan proses penelitian :
8
 

1. Untuk menganalisis duduk perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu 

dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr 

2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam  

Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah hal yang berisi tentang konstribusi yang akan 

diberikan setelah selesai melakukan sebuah penelitian,
9
 dimana kegunaanya 

memilik sifat teoritis dan juga bersifat praktis seperti juga halnya berguna bagi 

penulis sendiri yang paling utama, instansi, dan juga seluruh masyarakat. 

Kegunaan penelitian ini juga harus bersifat realistis, dari hasil yang telah 

dijabarkan dan pada akhirnya penulis menjabarkan tentang manfaat penelitian 

yang sedemikian rupa, sebagai berikut: 

                                                             
8
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2022), 92. 
9
 Tim Penyusun, 93. 
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1. Manfaat Teoritis. 

Secara teoritis penulis berharap dalam melakukan penelitian ini 

dalam proses maupun setelah selesai proses penelitian ini penulis 

berharap dapat memperluas wawasan dan acuan serta menambah relasi 

dari apa yang telah penulis kaji dan teliti semoga dari sini penulis jadi 

lebih mengerti, khususnya dalam bidang hukum perkawinan Islam. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi peneliti. 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti juga berharap penelitian 

ini memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang 

perkawinan dalam hukum Islam kasus wali adhal, dan juga 

memberikan wawasan dalam melatih membuat karya tulis ilmiah. 

b. Bagi kalangan akademisi 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  memiliki 

acuan dasar dari penelitian ini untuk menelaah kejadian hukum dan 

juga dapat menambah refrensi buku bacaan karya tulis ilmiah 

kepustakaan. 

c. Bagi masyarakat 

Secara praktis Penelitian ini memberikan berbagai manfaat bagi 

masyarakat khususnya karena tanpa adanya wali dalam sebuah 

pernikahan maka hukum nikahnya tidak sah dan juga kepada 

masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
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dan juga relasi atas riset yang telah dilakukan oleh peneliti dibidang 

hukum perkawinan Islam dalam perkara wali adhal dengan alasan 

tidak sekufu dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr tersebut. 

d. Bagi penegak hukum 

Dengan adanya refrensi ini penegak hukum dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai dasar acuan dalam hal menyumbang penelitian 

berfikir yang memiliki hubungan dengan wali adhal untuk 

mempermudah kepada penegak hukum memberikan penetapan. 

E. Definisi Istilah 

Adalah istilah yang digunakan guna menghindari kesalahpahaman 

dalam memahami skripsi ini sebagaimana dalam menjabarkan suatu istilah 

yang tercantum agar memudahkan menelaah dan memahami kisi dan materi 

yang telah ada, definisi istilah pengertian sebagai berikut : 

1. Penetapan. 

Yakni suatu penetapan yang diberikan oleh pengadilan yang telah 

diajukan oleh termohon, didalam penetapan tidak ada eksekusi, dan juga 

tidak ada perkara yang disengketakan karena didalam suatu penetapan 

hakim hanya menetapkan. 

2. Wali Adhal 

Adalah Wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuan 

dibawah perwaliannya, karena beberapa alasan yang dimana wali enggan 

untuk menikahkan, pernikahan tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada 
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wali, karena dalam pernikahan rukun yang juga tidak kalah penting untuk 

dipenuhi adalah dengan adanya wali dari pihak perempuan. 

3. Se Khufu’. 

Adalah sama atau sepadan, dalam perkawinan suami dengan istri 

harus sepadan, sepadan yang dimaksud disini adalah setara dalam 

ketampanan dan kecantikannya, pendidikannya, kekayaannya dan 

keagamaannya dan status sosialnya dan lain lain, didalam agama Islam 

perlunya memperhatikan kehidupan dalam rumah tangga dan juga sangat 

memperhatikan tentang hubungan cinta antara dua orang insan dalam 

pernikahan. 

Bahkan hal pernikahan harus ditanggapi dengan serius dan tidak 

boleh dijadikan bahan senda gurau karena dimana dalam hubungan 

pernikahan ini adalah hal yang sangat sakral dimana Allah  selalu meridhoi 

dua insan yang serius dengan kecintaannya pada kedua insan yang akan 

melakukan prosesi pernikahan, karena dengan dilakukan pernikahan kita 

dapat terhindar dari yang namanya godaan syaitan dan godaan untuk 

melakukan perbuatan buruk yang sangat tercela dan dilaknat oleh Allah 

SWT, maka dari itu dengan melakukan pernikahan kita dapat terhindar dari 

godaan itu semua, sebagaimana dalam hadis:  

دٌّ  دٌّ، وهَزْلُِنَُّ جأ هُنَّ جأ دُّ ْ هُرَيْ رَة أَنَّ رَسُوْلَ اللهأ صَل ى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ قَالَ:"ثَلََثَ جأ : عَنْ أَبِأ
 الَنِّكَاحُ، وَالطَّلََقْ، والرَّجْعَة

 

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu’alaihi wa  sallam 

bersabda, “Tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya 
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adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk” (membatalkan 

perceraian).
10

 Hadis hasan-Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 

 
F. Sistematika Pembahasan. 

Sistematika ini adalah pemberian singkatan dimana agar 

mempermudah pembaca dalam memahami bagian bab atau sub bab dalam 

permasalahan, dan didalam sistem kepenulisan ini terdiri dari bab satu 

pendahuluan sampai dengan bab lima atau penutup format kepenulisannya 

menggunakan deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.
11

 

Semuanya berhubungan antara bab satu persatu hingga awalan yang 

ada pada bagian pendahuluan dan sampai pada penutup berhubungan 

sistematis. 

Bab I: dimulai dari pendahuluan dimana dalam pendahuluan ini ada 

konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, sistematika pembahasan. 

Bab II: Dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu penelitian ini 

dilakukan oleh rekan-rekan sebelumnya yang telah melakukan penelitian 

terlebih dahulu dan yang pada akhirnya penulis membacanya untuk 

menjadikan relasi dan pandangan, dan juga ada kajian teori yang termuat 

dalam bab dua ini. 

Bab III: Dalam bab ini sudah masuk tentang bagaimana metode 

penelitian yakni digunakan untuk menjawab permasalah yang ada guna 

                                                             
10

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 255. 
11

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 91. 
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mendapatkan hasil yang akurat dan berkompeten, yang termuat didalamnya 

adalah tentang studi putusan nomor. 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr. 

Bab IV: Dalam bab ini mengandung tata cara penyajian data serta 

analisis tempat melakukan penelitian. 

Bab V: Dalam ini berisikan kesimpulan dari uraian hasil penelitian dan 

dilengkapi dengan saran terkait kritikan maupun ulasan yang termuat dalam isi 

pokok pembahasan dan acuan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA. 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui secara jelas dalam penelitian yang substansinya 

sangatlah berbeda, yang ditinjau dalam penelitian yang pernah diteliti oleh 

peneliti lain dengan tema wali adhal, dan perlu dijelaskan hasil yang diperoleh 

dalam penelitian terdahulu agar mempermudah dan lebih dapat difahami hasil 

penelitian terdahulu tersebut, yang sebagaimana berikut: 

1. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di 

Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama 

Semarang Tahun 2013)” Skripsi dari saudara M. Solihul Fitri mahasiswa 

program studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membahas 

pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapan dalam kasus 

wali adhal di Pengadilan Agama Semarang dimana kesamaannya dengan 

peneliti yakni membahas wali adhal, yang walinya ada menggunakan studi 

penelitian normatif, perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti meneliti 

putusan dalam kurun waktu 1 tahun dan semua wali nikah nya hadir 

didalam persidangan, di skripsi tersebut juga ada yang terjangkit penyakit 

kusta, dan ada yang berkelamin ganda (khunsa), sedangkan dipenelitian 

penulis ini calon dari pemohon tidak ada kecacatan fisik hanya saja 

perbedaan dari status sosialnya. Walaupun orang tua dari pemohon hidup, 
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akan tetapi wali pemohon tidak mau datang ke pengadilan untuk 

mengutarakan keengganannya menjadi wali dalam pernikahan pemohon.
12

 

2. Pertimbangan Hakim pada Perkara Wali Adhal karena Calon Suami Kusta 

Perspektif Maslahah Ramadhan Al-Buthi (Studi Penetapan Nomor perkara 

0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan) Skripsi dari 

saudara Fajar Nur Kholifah mahasiswa program studi S1 Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 2019 persamaannya pembahasan tentang wali 

Adhal, wali masih hidup, walinya tidak setuju untuk menikahkan dan 

perbedaan disini yakni karena calon suami terjangkit penyakit kusta, di 

skripsi ini penelitian nya menganalisis menggunakan teori Perspektif 

Maslahah Ramadhan Al-Buthi.
13

 

3. “Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr”. Tentang Wali Adhal 

Thesis dari saudara Soni Firmansyah Diploma thesis, UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung. Persamaan pembahasan tentang wali adhal, wali masih 

hidup dan tidak hadir dalam persidangan, walinya tidak setuju untuk 

menikahkan, penelitiannya pun juga sama yakni menggunakan metode 

normatif, perbedaan yang signifikan disini wali nikahnya diluar 

                                                             
12

 M. Solihul Fitri, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di 

Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 

2013).” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 23. 

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5523/. 
13

 Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon 

Suami Kusta Perspektif Maslahah Ramadhan Al-Buthi (Studi Penetapan Nomor Perkara 

0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)” (Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2020), 27. http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/. 
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kewarganegaraan, sedangkan peneliti disini walinya ada dan tinggal satu 

rumah.
14

 

4. “Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 

2010” Skripsi saudara Danang Eko Setyo Adi mahasiswa program studi 

S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga, persamaan dalam pembahasan yakni pembahasan tentang wali 

Adhal, walinya ada dan tidak ghaib walinya tidak setuju untuk 

menikahkan, penelitiannya juga sama yakni menggunakan metode 

penelitian normatif, perbedaannya yakni wali menolak karena beda  

agama, perbedaan umur, wali nikah turut hadir dalam persidangan, 

sedangkan dalam skripsi peneliti sama-sama beragama Islam, umur yang 

tidak terpaut jauh, dan wali nikahnya tidak hadir dalam persidangan, dan 

ada perbedaan status sosial.
15

 

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali 

Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/ 

PA.Srg), Jurnal Hukum Perdata Saudari Siti Nurjanah prodi Hukum 

Keluarga Universitas Islam Sultah Hasanudin Banten. Persamaan jurnal 

yang termuat disini yakni sama sama membahas tentang wali adhal, dan 

terdapat perbedaan dari penelitian yang diteliti yang terletak pada pokok 

                                                             
14

 Soni Firmansyah, “Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. Tentang Penetapan 

Wali Adhal.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 21. 

https://etheses.uinsgd.ac.id/view/creators/Firmansyah=3ASoni=3A=3A.html. 
15

 Danang Eko Setyo Adi, “ANALISIS PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN 

AGAMA SEMARANG TAHUN 2010.” (IAIN Salatiga, 2015), 24. http://e-

repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/418/. 
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pembahasannya, Jurnal ini membahas akibat dari wali adhal sedangkan 

peneliti sendiri membahas wali adhal dengan alasan tidak sekufu.
16

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

 

NO 

 

 

Judul Skripsi / Nama 

Pengarang 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1. Skripsi saudara M. Solihul 

Fitri/ Universitas Islam 

Negeri Walisongo 

Semarang, /dengan judul 

”Analisis Pertimbangan 

Hakim dalam  

Penetapan Wali Adhal di 

Pengadilan Agama 

Semarang (Studi Penetapan 

Hakim Pengadilan Agama 

Semarang  

Tahun 2013)” 

Pembahasan 

tentang wali  

Adhal, wali 

nikahnya ada, 

dan walinya 

tidak setuju 

untuk menikah 

kan, studi 

penelitian 

normatif 

Penelitian 

ini membahas 

beberapa 

penelitian 3 

penetapan dalam 1 

tahun,  

dan walinya ada 

yang sudah 

berpindah agama 

akan tetapi 

walinya hadir 

dalam sidang. 

2. Skripsi saudara Fajar Nur  

Fadilah/ Universitas Islam  

Negeri Maulana Malik  

Ibrahim Malang dengan 

judul 

“Pertimbangan Hakim pada  

Perkara Wali Adhal karena  

Calon Suami Kusta  

Perspektif Maslahah  

Ramadhan Al-Buthi (Studi  

Penetapan Nomor perkara  

0038/Pdt.P/2015/PA.Pas  

di Pengadilan  

Agama Pasuruan)” 

Pembahasan 

tentang wali  

Adhal, wali  

masih hidup,  

walinya tidak  

setuju untuk  

menikahkan 

sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

hukum 

normative  

 

Yakni di skripsi 

ini  

yang dikaji  

karena adanya  

penyakit kusta,  

sedangkan 

penelitian yang  

diteliti peneliti  

sendiri yakni  

adalah tidak  

sekufu, dan teori 

Penelitiannya 

Menganalisis  

menggunakan 

teori Perspektif  

Maslahah  

Ramadhan  

                                                             
16

 Siti Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali 

Nasabnya Adhal Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg,” Ilmiah 19, no. 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (2020), 

26. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1121. 
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NO 

 

 

Judul Skripsi / Nama 

Pengarang 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

Al-Buthi dan  

Walinya hadir  

Dalam 

Persidangan 

3. Thesis saudara Soni  

Firmansyah/ UIN Sunan  

Gunung Djati Bandung 

Dengan judul“Analisis  

Putusan Nomor:  

133/Pdt.P/2014/PA.Bgr.  

Tentang Wali Adhal” 

Pembahasan 

tentang wali  

Adhal, yang  

wali nikahnya 

masih hidup,  

walinya tidak  

setuju untuk  

menikah kan 

Wali nikahnya  

diluar 

kewarganegaraan 

Akan tetapi wali 

nikahnya pulang 

Dan turut hadir 

dalam sidang 

4. 

 

Skripsi saudara Danang Eko   

Setyo Adi/ Institut Agama  

Islam Negeri Salatiga  

/dengan judul“Analisis  

Penetapan Wali Adhal di  

Pengadilan Agama  

Semarang Tahun 2010” 

Pembahasan 

tentang wali  

Adhal, walinya 

ada dan  

tidak ghaib  

walinya  

tidak setuju 

untuk menikah  

kan 

Wali menolak 

Karena Beda  

Agama, Perbedaan 

Umur, wali nikah 

turut hadir dalam  

Persidangan 

5. Jurnal Hukum Siti Nurjanah, 

Universitas Islam Sultah  

Hasanudin Banten. Dengan 

judul“Tinjauan Hukum  

Islam Terhadapa 

Pernikahan  

Wali Hakim Akibat Wali  

Nasabnya h (Studi  

Analisis Putusan PA Serang  

No.0401/Pdt.P/2017/ 

PA.Srg)” 

 

jurnal yang  

termuat disini  

yakni sama  

sama 

membahas 

tentang wali  

adhal, walinya  

ada  

 

membahas akibat 

dari wali adhal  

sedangkan peneliti 

sendiri membahas  

wali adhal dengan  

alasan tidak  

sekufu, walinya  

hadir dalam  

sidang. 
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B. Kajian Teori 

Kajian teori pembahasan yang digunakan adalah sebagaimana menjadi 

tolak ukur dasar dalam melakukan pendalaman penelitian, dengan cara 

menggunakan teori pendalaman yang lebih mudah dalam memecahkan terkait 

hal yang akan diteliti. Dalam mendalami materi yang akan diteliti ini yakni 

teori yang digunakan yakni wali adhal dalam Undang-undang Perkawinan 

serta ketentuan wali adhal dan hal terkait lainnya. 

1. Pengertian Wali Adhal. 

Kata wali berasal dari Bahasa arah yakni Al-Awliyaa, tinjauan wali 

yang diberikan kewenangan dalam menjalankan perbuatan hukum dalam 

suatu kondisi guna untuk menjalankan kepentingan anak yang 

dikehendaki, yang tidak memiliki orang tua atau karena beberapa sebab 

dimana diperlukan dalam suatu hal karena adanya ketidak mampuan 

dalam menghadapi kondisi ataupun ada sebab lainnya. Sedangkan kata 

Adhal memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi, bahwasanya wali 

adalah orang yang punya kewenangan bertindak, mengakadkan seorang 

perempuan dalam akad nikah,
17

 Ulama Imam madzhab sepakat apabila ada 

wanita yang telah baligh dan meminta kepada walinya untuk dinikahkan ia 

dengan lelaki muslim baligh sekufu maka wali tersebut tidak boleh 

menolaknya,
18

 Wali adhal adalah seorang wali yang memiliki wewenang 

                                                             
17

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 30. 
18

 Amir Syarifuddin, Garis Garis Besar (Jakarta: Prenada Media, 2003), 90. 
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menikahkan wanita dibawah perwaliannya, namun wali tersebut enggan 

untuk menikahkan wanita tersebut karena beberapa alasan.
19

 

Memang didalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara rinci 

menjelaskan tentang keberadaan wali didalam akad nikah, tapi didalam 

Al-Qur'an ada ayat yang menerangkan tentang hukum yang sifatnya tidak 

mengharuskan keberadan wali, tetapi ulama mahzab berpendapat 

bahwasanya secara syarat dan sifatnya bisa dimengerti bahwasanya 

menghendaki keberadaan wali untuk wanita dibawah umur dan tidak 

membutuhkan keberadaan wali untuk janda maupun wanita dewasa.
20

 

Memberikan isyarat adanya wali sebagaimana dalam Al-Qur'an surat  

Al-Baqarah ayat 232: 

نَ اَجَلَهُنَّ فَلََ تَ عْضُلُوْهُنَّ اَنْ ي َّنْكأحْنَ وَاأذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَۤ فَ بَ لَغْ  ازَْوَاجَهُنَّاأذَاتَ رَاضَوْا نَ هُمْ   بَ ي ْ
نْكُمْ  كَانَ  مَنْ  ۙ  بأه يُ وْعَظُ  ذ لأكَ  ۙ  بأالْمَعْرُوْفأ  رأ  وَالْيَ وْمأ  بأالل  هأ  يُ ؤْمأنُ  مأ ى ذ لأكُمْ  ۙ  الْ خأ  لَكُمْ  ازَكْ 

    تَ عْلَمُوْنَ  لَ  وَانَْ تُمْ  يَ عْلَمُ  وَالل  هُ  ۙ  طْهَرُ وَاَ 
Artinya: "Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya".
21

 

 

Dan ada hadis nabi yang mempertegas ayat diatas, dan hadis ini 

terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz 2 Siti Aisyah bahwa 

Rasulullah bersabda: 

، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَالَ: حَدَّ ، عَنْ حَدَّ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْرأ  مَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهأ عَائأشَةَ، عَنأ النَّبِأ
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 َّ ٌّ مَنْ لَ وَلِأ ٍّ ، وَفِأ حَدأيثأ عَائأشَةَوَالسُّلْطَانُ وَلِأ   لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ : لَ نأكَاحَ إألَّ بأوَلِأ
 

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, 

‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka 

berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali 

dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah 

wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;
22

 

 

Terjadinya wali adhal adalah ketika wali tidak mau menikahkan 

perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah dengan calon pria yang 

diidamkan, akan tetapi harus dilihat dulu alasan keengganan untuk 

menikahkan apakah ada alasan syar’i misal contohnya calon pria adalah 

orang yang tidak beriman kepada Allah SWT suka meminum minuman 

keras, atau pria yang diidamkan adalah pria fasik, atau memiliki kecacatan 

tubuh yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan setelah jalannya 

pernikahan nantinya dalam membina rumah tangga, maka apabila wali 

enggan menikahkan karena adanya alasan syar’i yang telah tertulis atas 

calon wanita, maka wajib mentaati wali tersebut tanpa berpindahnya 

perwaliannya.
23

 

Seorang wali dapat berpindah perwaliannya kepada wali hakim 

apabila: 

a. Wali tidak mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya ketika ada 

pria muslim baligh yang ingin melamar karena alasan tidak sekufu 

seperti yang diharapkan oleh wali, padahal wanita telah menerima 
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lamaran calon suaminya, penerimaan itu baik dengan tuntutan agar 

dinikahkan oleh walinya.
24

 

b. Ketika wali ingin menikahkan wanita tersebut dengan pilihannya agar 

sekufu, akan tetapi wanita dibawah perwaliannya telah memiliki pria 

idaman yang baligh dan beragama islam yang ia kehendaki.
25

 

2. Syarat dan Rukun Nikah. 

Sebagaimana yang ada pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ada 

lima hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah:
26

 

a. Calon Suami. 

b. Calon Istri. 

c. Adanya ijab qabul. 

d. Wali. 

e. Dan dua orang saksi.  

Menurut pendapat imam mahzab tentang syarat dan rukun nikah 

sebagaimana berikut: 

1) Mahzab Hanafi 

Memiliki pendapat apabila ada seorang wanita menikahkan 

dirinya sendiri tanpa adanya wali hal itu boleh dilakukan, karena rukun 

nikah menurut Mahzab Hanafi ada satu yakni;
27

 

a) Ijab dan Qabul 
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2) Mahzab Maliki 

Menyebutkan bahwasanya rukun nikah ada lima yaitu;
28

 

a) Wali dari wanita 

b) Mahar 

c) Mempelai pria 

d) Memperlai wanita 

e) Akad 

3) Mahzab Syafi’i 

Mahzab ini sangat populer di Indonesia (mayoritas muslim 

Indonesia), rukun pernikahan ada lima;
29

 

a) Mempelai pria 

b) Mempelai wanita 

c) Wali 

d) Dua orang Saksi 

e) Akad 

Ulama Mazhab Syafi’iyah menjadikan dua orang saksi sebagai 

syarat dengan alasan saksi adalah diluar hakikat dari akad nikah, mahar 

tidak termasuk syarat dan rukun nikah, sifatnya adalah sunnah 

walaupun tidak disebutkan maharnya nikahnya tetap sah.
30
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3. Syarat Wali Nikah. 

a. Dewasa. 

Apabila telah dewasa maka bisa membedakan antara yang benar 

dan salah dan sudah baligh yang artinya orang tersebut berhak 

melakukan akad
31

 

b. Laki-laki. 

Hal ini adalah wajib, karena sesuai kesepakatan ulama, yang 

berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki dewasa.
32

 

c. Muslim. 

Menjadikan ketentuan utama, beragama Islam bagi seorang laki-

laki yang telah baligh (mimpi basah), sebagaimana yang ada dalam Al-

Qur’an surat Al-Imran ayat 28 sebagaimana berikut: 

فأرأيْنَ اوَْلأيَاءَۤ مأنْ دُوْنأ الْمُؤْ  نُ وْنَ الْك  ذأ الْمُؤْمأ نأيَْ لَ يَ تَّخأ  الل  هأ  مأنَ  فَ لَيْسَ  ذ لأكَ  ي َّفْعَلْ  وَمَنْ  ۙ  مأ
 ْ ن ْهُمْ  تَ ت َّقُوْا اَنْ  ۙ  األَّ  شَيْءٍ  فِأ ىة   مأ ركُُمُ  ۙ  تُ ق  ۙ  نَ فْسَه الل  هُ  وَيَُُذِّ ي ْرُ  الل  هأ  وَاألَ  ۙ  الْمَصأ  

Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir 

sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang 

siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa 

pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu 

yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan 

kamu akan (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat 

kembali.
33

 

d. Adil. 

Sangat penting berlaku adil, yang dimaksud yakni selalu berlaku 

adil dalam setiap hal, tidak pernah sesekali melakukan dosa kecil 
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apalagi dosa besar, sebagaimana dalam surat Al-Thalaq ayat 2 

berikut:
34

 

دُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ فَاأذَا بَ لَغْنَ  عَْرُوْفٍ وَّاَشْهأ عَْرُوْفٍ اوَْ فَارأقُ وْهُنَّ بِأ كُوْهُنَّ بِأ اَجَلَهُنَّ فَامَْسأ
رأ  بأالل  هأ  يُ ؤْمأنُ  كَانَ  مَنْ  ۗ  بأه يُ وْعَظُ  ذ لأكُمْ  ۗ  وَاقَأيْمُوا الشَّهَادَةَ لأل  هأ   ي َّتَّقأ  وَمَنْ  ۗ  ە وَالْيَ وْمأالْ خأ

ۗ  مََْرَج ا ۗ  لَّه يََْعَلْ  الل  هَ   
 

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah 

dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik 

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu 

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. 

Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara 

kamu yang beriman kepada allah dan hari akhir. Siapa yang 

bertakwa kepada Allah, nicaya dia akan membukakan jalan 

keluar baginya 

 

e. Syarat wali nikah menurut empat Mahzab yakni: 

1) Menurut Mahzab Syafi’iyah 

Menyatakan bahwasanya wali nikah yang sah adalah laki-laki, 

berakal dan sudah baligh.
35

 

2) Menurut Mahzab Hanafi 

Tidak ada hak dan kuasa bagi orang yang sudah baligh, janda, 

atau sebagainya menikahkan dirinya sendiri dan tidak boleh 

meminta dinikahkan oleh orang diluar nashab untuk menikahkan 

oleh wanita.
36
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3) Menurut Mahzab Hambali 

Wali nikah harus hadir saat akad nikah, hal ini bersifat umum 

dan berlaku untuk semuanya.
37

 

4) Menurut Mahzab Maliki 

Wanita yang sudah baligh artinya masih belum pernah 

menikah (gadis) maka hak menikahkan ada pada walinya dan 

apabila janda hak menikah ada pada keduanya dirinya sendiri dan 

juga wali.
38

 

f. Sah nya perwalian. 

Sahnya wali dalam sebuah pernikahan yakni ayah kandung 

dengan garis keturunan keatas kebawah dan juga kesamping 

sebagaimana pada pasal 21 UU Perkawinan yang diperincikan sebagai 

berikut:
39

 

1) Ayah. 

2) Kakek.  

3) Buyut. 

4) Saudara laki-laki. 

5) Keponakan. 

6) Anak laki-laki paman 

7) Anak laki-laki paman kakek. 

8) Cucu paman. 

9) Paman ayah. 
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10) Anak laki-laki paman ayah. 

11) Wali hakim. 

g. Berakhirnya perwalian. 

Pembatalan perwalian karena adanya pencabutan hak wali 

berdasarkan penetapan dari pengadilan, pasal 17 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan penunjukan wali, 

sebagaimana kendati berikut: 

1) Melalaikan kewajiban wali. 

2) Tidak cakap hukum. 

3) Penyalahgunaan kewenangan hak wali. 

4) Melakukan kekerasan pada perempuan dibawah perwaliannya
40

 

h. Wali Adhal Menurut Kaidah Fiqh. 

Ulama bersepakat bahwa kriteria yang dapat berpindahnya hak 

perwaliannya kepada wali hakim adalah ketika wali menolak lamaran 

pria, disaat terpenuhinya dua syarat yakni diantaranya adalah: 

1) Calon pria yang melamar adalah (sekufu) sepadan. 

2) Mampu membayar mahar pernikahan. 

Hal ini telah ditegaskan bahwa tidak ada pembeneran bagi wali 

apabila wanita di bawah perwaliannya dicegah pernikahannya dengan 

pria yang sepadan dan mampu membayar mahar.
41

 

Sayiq Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunah” tidak dibenarkan bagi 

wali apabila telah datang kepadanya lelaki yang baligh dan muslim 
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yang akan melamar wanita dibawah perwaliannya, sekufu ( sepadan ) 

dan mampu membayar mahar, apabila wali nikah menolak untuk 

menikahkan maka hak walinya dapat berpindah kepada wali hakim 

setalah adanya penetapan dari pengadilan.
42

 

Dapat dikatakan adhal apabila wali tersebut dapat dipastikan 

melakukan pencegahan wanita dibawah perwaliannya untuk 

melakukan perkawinan walaupun terkadang juga memiliki pemikiran 

untuk menjaga kemaslahatan yang diajarkan kepada walinya, maka 

dapat dikatakan adhal ,walaupun dengan perasaan sayang ketika 

melepaskan akan tetapi dengan maksud merusak, dan hakim juga  

memerintahkan untuk mengawinkan, apabila tidak sanggup maka 

hakimlah yang akan mengawinkan, Diwajibkan dalam mencari 

kebenaran seorang wali itu adhal dengan cara dihadapkan kepada 

hakim setelah mendengarkan kesaksian dihadapan hakim dengan 

maksud melakukan penolakan menikahkan wanita dibawah 

perwaliannya untuk melangsungkan pernikahan dan juga dihadirkan 

wanita dibawah perwaliannya berikut juga dengan calon pria yang 

telah disetujui yang sebagaimana telah melamar dan didatangkan pula 

kedua saksi untuk memperkuat bukti nyata, jika tercapai tujuan dan 

wali mau menikahkan maka tidak akan terjadi wali adhal, akan tetapi 

jika wali enggan untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai 

syariat maka tercapai erat dugaan sebagai kewenangan perwaliannya 
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berpindah kepada wali adhal hal ini disepakati oleh para ulama 

mazhab.
43

 

i. Wali Adhal Menurut Hukum Positif. 

Termuat dalam beberapa faktor seorang wali hakim menjadi wali 

nikah, sebagaimana pada awal mulanya wali hakim adalah sebagai 

pengganti wali nasab terkait beberapa ketentuan yang menyebabkan 

hak perwalian berpindah tangan kepada wali hakim dan ini dibenarkan 

oleh Undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;  

1) Wali hakim dapat menggantikan kewenangan sebagai wali nasab 

apabila wali nasab tidak bisa dihadirkan atau tidak diketahui 

keberadaannya atau ghoib atau keengganan untuk menikahkannya. 

2) Dalam hal keengganan wali nasab, dapat berpindah kewenangan 

perwaliannya kepada wali hakim setelah keluarnya putusan 

Pengadilan Agama tentang kewenangan wali tersebut. 

UU Perkawinan secara materil tidak mengatur secara tegas 

tentang wali hakim, akan tetapi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 

2 tahun 1987 tentang wali hakim sebagaimana menjadikan terpautnya 

antara UU Perkawinan antara hukum Islam, dalam pandangan 

Madzhab Syafi’i wali hakim bukanlah wakil wali akan tetapi wali 
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hakim adalah wali pengganti wali nashab yang dimana diperlukan 

dalam kondisi darurat.
44

 

Akan tetapi kerap kali terjadi dilingkungan masyarakat saat ini 

apabila ada seorang pria yang melamar anak gadisnya, apabila calon 

pria itu tidak sesuai dengan kriteria dalam hal kekayaan, kerap kali 

sang wali tidak mau atau enggan menikahkan walaupun dalam hal 

keagamaan, nashab, ketampanan, juga mumpuni dalam tinjauan lain, 

para ulama bersepakat tidak dibenarkan bagi wali yang menghalangi 

anak gadis dibawah perwaliannya untuk menghalangi pernikahan anak 

gadisnya sehingga berbuat dzalim kepadanya, dan anak gadis tersebut 

memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Agama di wilayah nya, sebagaimana yang termaktub didalam pasal 23 

ayat (2) tentang wali hakim KHI. Dalam ayat (2) Hal wali adhal atau 

enggan, dapat dilakukan wali hakim baru yang bertindak setelah 

adanya penetapan pengadilan. 

Dan juga dalam pasal 2 ayat (1) sampai (2) Peraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
45

 

a. Bagi calon pengantin wanita apabila ingin melakukan pernikahan 

di negara Indonesia atau bahkan diluar eksteritorial Indonesia dan 

tidak memiliki wali atau mauquf atau ghoib atau disebabkan karena 

keengganan ataupun berhalangan, maka dapat tetap dijalankan 

menggunakan wali hakim. 
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b. Terkait untuk wali adhal yang telah tertuliskan dalam ayat (1) hal 

ini ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syariah di wilayah calon pengantin wanita. 

Sebagaimana dalam PMA pasal 3 ayat (1) sampai (3) 

1) Kepala kantor Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan 

yang ditunjuk sebagaimana yang tertulis di pasal 2 ayat (1) 

2) Apabila ada halangan lain maka seksi yang lain yang bisa 

menjalankan dalam hal wali adhal yang diamanahkan oleh 

kementrian Agama, untuk menjalankan tugas yang telah 

diamanahkan. 

3) Apabila berada di wilayah terpencil yang susah untuk dijangkau 

maka diamanahkan kepada pembantu penghulu yang berada di 

wilayah tersebut untuk menjadi wali hakim. 

Dalam Pasal 6 ayat (1) disaat akad nikah belum dilaksanakan 

wali hakim menawarkan kepada wali nasab untuk menikahkan anak 

gadis dibawah perwaliannya kendati ketika berubah pikiran untuk 

menikahkan, walaupun telah keluar putusan pengadilan tentang wali 

hakim, (2) apabila wali nasab tetap enggan untuk melakukan akad 

nikah, maka akad nikah akan dijalankan sesuai dengan prosedur wali 

hakim. 

4. Kafa’ah dalam islam 

Secara bahasa kafa’ah adalah setara serasi seimbang dan sepadan, 

menurut pendapat ahli fiqh hal ini cukup diperlukan dalam sebuah 
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pernikahan, dan ada juga ahli fiqh yang berpendapat bahwasanya setiap 

orang mukmin adalah sepadan, dimana ia tidak melakukan perbuatan zina, 

apabila dia berzina maka harus menikah dengan pezina dan tidak memiliki 

hak kawin dengan yang tidak melakukan zina.
46

  

Mengenai hal ini memang diperlukan dalam perkawinan kesetaraan 

adalah yang menjadi penentu kenyamanan dalam rumah tangga 

sebagaimana yang diinginkan siapa saja yang ingin berumah tangga 

dengan mengharapkan ketentraman dalam membina hubungan rumah 

tangga,  sebagaimana derajat suami dengan kesetaraan istrinya dalam hadis 

 dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaj ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i.
47

 

اَلأ  لأ جَ الرَ  بأالْكَفَاءَةأ: مُسَاوَاةُ حَالأ دُ الَْكَفَاءَةُ: وَيَ قْصَ  ةأ الْمَرْأَ  لِأ  

Artinya: Yang dimaksud dengan kafa’ah adalah kesepadanan suami 

dengan istri. 

 

Dari hadis diatas juga diketahui bahwasanya kesepadanan pasangan suami 

istri perlu diperhatikan, sebagaimana dalam hadis dalam kitab Nihayatus 

Zain pemaparan dari Syekh Nawawi al-Bantani.
48

 

 حُر يَّة  فِأ الزَّوْجأ وَفِأ الْْباَءأ وَثاَنأيهَا عأفَّة  عَنْ الفأسْقأ فأيه وَفِأ آباَئأهأ وَثاَلأثأهَا نأسَب  والْعأب ْرَةُ أَحَدُهَا 
سْلََمأ  رْفَة  فأيه أَوْ فِأ أَحَدٍ مأنْ آباَئأهأ وَهأيَ مَا يَ تَحَرَّفُ بأهأ لأطلََبأ  فأيه بأالْْباَءأ كَالْْأ وَرَابأعُهَا حأ

يَارأ الرِّ  ثبََّتَةأ لألْخأ
ُ
هَا سَلَمَةُ لألزَّوْجأ مأنْ العُيوبأ الم زْقأ مأنْ الصَّنائأعأ وَغَيْْأها وَخَامأسأ  

Artinya: Pertama sifatnya merdeka (bukan budak) calon suami dan juga 

ayahnya, kedua terjaga agamanya, dan ketiga nasabnya, keempat 

pekerjaannya, lima bebasnya suami dari aib pernikahan. 
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Resiko yang perlu dihadapi dari hadis tersebut adalah ketika seorang 

lelaki budak tidak sepadan bagi perempuan yang merdeka, lelaki pedagang 

kaki lima tidak sepadan dengan putri seorang ulama, lelaki yang fasiq 

tidak sepadan dengan wanita yang sholehah, tujuan hal tersebut adalah 

untuk menjaga kesepadanan dan kehormatan yang menjadi pertimbangan 

kafa’ah akan tetapi bukan maksut dari syarat yang membuat 

pernikahannya sah.
49

 

Selain dari aspek keagamaan juga ada beberapa aspek yang 

ditambahkan oleh Imam Syafi’i, Hanafi, dan Hanabi, sebagai aspek 

kesepadanan yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih calon suami 

sebagaimana berikut; 

a)  ُِ(ر يَّة  )ال  Bukan Budak, yang artinya sudah berada di era modern 

apalagi di Indonesia sudah tidak ada lagi perbudakan dimana semua 

orang nya merdeka.
50

 

b) (سَبأ نَ )ال  Nasab (Keturunan), di Indonesia banyak suku yang agamanya 

berbeda dan memiliki struktur social yang agak rancu dimana tidak 

ada suku yang paling tinggi ataupun paling rendah karena semua 

berada dalam satu garis lurus kesamaan, yang berbeda dengan arab 
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memiliki struktur kehormatan, dari yang paling terhormat sampai 

yang bawah.
51

 

c)  ْ(رْفَة  )اَلِأ  Profesi, Pekerjaan, Strata Sosial, hal ini menjadi tolak ukur 

yang perlu dipertimbangkan dalam memilih calon suami dengan 

mempertimbangkan pekerjaan, dimana seorang pegawai negeri akan 

lebih tinggi derajatnya dalam lingkungan sosial, daripada satpam 

perumahan, begitu pula bos besar jauh lebih terpandang daripada 

pedagang asongan, oleh karena hal ini wanita yang memiliki profesi 

menengah seringnya dipandang oleh lelaki yang memiliki profesi 

lebih tinggi atau minimal yang sederajat dengannya, jika dirinya tidak 

memiliki profesi maka yang dilihat adalah profesi ayahnya.
52

 

Para ulama juga berbeda pendapat menanggapi tentang kafa’ah 

tersebut dan memilih untuk menentukan keriteria tentang kafa’ah ini, 

sebagaimana berikut:
53

 

a) Menurut Hanafi kafa’ah adalah persamaan pria dan wanita dalam hal 

agama, keturunan, pekerjaan, kebebasan, dan juga kekayaan.
54

 

b) Menurut Maliki menanggapi kafa’ah ini yakni ada dua yakni harus 

muslim dan tidak boleh kafir, dan tidak memiliki kecacatan lahir dan 

juga batin sebagai tujuan utama terjaganya keutuhan rumah tangga.
55
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c) Menurut Syafi’i kafa’ah adalah kesetaraan antara lelaki dan wanita 

dalam hal agama, keturunan, kebebasan diri dan juga pekerjaan.
56

 

d) Menurut Hambali yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

pasangan yakni keturunan, keagamaan, kekayaan, kebebasan, dan juga 

kebangsaan.
57

 

Kesepadanan bukanlah syarat sah untuk menjalankan pernikahan 

akan tetapi menjadi hal yang memperbolehkan melakukan pembatalan 

perkawinan, apabila dirasa calon suami tidak sepadan, jadi walaupun tidak 

sepadan pernikahan bisa tetap dijalankan dan tetap menjadi sah dan tidak 

membuat pernikahannya batal.
58

 

5. Penetapan dan Penunjukan wali adhal 

Bagi wanita yang ingin menikah akan tetapi tidak memiliki wali 

nasab yang berhak untuk menikahkan dan tidak memiliki wali nasab yang 

memiliki kewenangan untuk menikahkan maka dapat dilangsungkan 

dengan wali hakim, dengan meminta penetapan dari pengadilan yang ada 

di wilayah tersebut, dan pengadilan akan menetapkan wali hakim untuk 

menikahkan sebagaimana pasal 2 (1), (2), (3) PMA Nomor 2 Tahun 1987 

tentang penetapan wali hakim.  

Yang ditunjuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut 

Kepala Kantor Urusan Agama setelah adanya penetapan dari pengadilan 

agama yang mem wilayahi, dimana Kepala Kantor Urusan Agama akan 
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mendatangi dan mencatat pernikahan tersebut, sebagaimana pasal 4 (1) 

PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang penunjukan wali hakim. 

6. Kesepakatan Kedua Belah Pihak 

Dalam Perkawinan pasti ada kesepatan antara kedua belah pihak 

dimana perkawinan tidak bisa hanya terjadi atas kesepakatan sepihak saja 

akan tetapi perkawinan juga ada kesepakatan kedua belah calon mempelai, 

tidak ada unsur paksaan kepada calon mempelai yang tidak dibenarkan 

secara hukum islam dan undang-undang yang berlaku sebagaimana pasal 6 

UU Perkawinan. 

7. Usia Perkawinan 

Dalam perkawinan juga ditetapkan usia perkawinan yang mana agar 

tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, apabila dibawah umur 19 tahun 

harus meminta ijin dari orang tua, ditetapkan usia perkawinan yakni 

berusia 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria sebagaimana pasal 

7 UU Perkawinan. 

8. Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan dari yang melakukan perkawinan yang 

sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan negara, sebagaimana 

pencatatan perkawinan tidak menyalahi aturan perkawinan yang berlaku, 

memiliki usia yang cukup untuk kawin, dan atas persetujuan kedua belah 

pihak, sebagaimana pasal 6 dan 7 UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1), (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana UU 

Perkawinan. 
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9. Larangan Perkawinan 

Apabila wanita sedang berada dalam masa iddah dari suami pertama 

yaitu menunggu sampai masa tersebut selesai, atau larangan kawin juga 

timbul apabila antara kedua belah pihak calon berada dalam garis 

keturunan yang sama artinya antara keduanya adalah saudara, hal ini dapat 

mempengaruhi terjadinya larangan perkawinan calon mempelai 

sebagaimana pasal 8 UU Perkawinan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah tata cara pembahasan awal sebelum melakukan 

penelitian yang akan dimulai sebelumnya, karena dari sini sudah merancang 

penelitian apabila sudah mendapatkan jawaban yang telah dicari oleh peneliti dan 

menggunakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data yang signifikan yang 

sangat tentu dalam menentukan hasil.
59

 

A. Jenis Penelitian. 

Disini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. 

Dimana untuk mengumpulkan data dan skema dalam melakukan penelitian 

didapatkankan langsung dari sebuah penetapan wali adhal dengan alasan tidak 

sekufu Penetapan (Nomor : 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr). 

B. Pendekatan Penelitian. 

1. Pendekatan undang-undangan (statue approach) 

Cara ini yakni melakukan pendalaman terhadap perundang-

undangan yang dijadikan bahan rujukan bagaimana fokus dan juga 

konstanta yang akan diteliti,
60

 dalam mendalami penelitian yakni pasal 6 

dan 7  UU Perkawinan. 

2. Pendekatan perbandingan (comparatif approach) 

Yaitu melakukan perbandingan antara suatu sistem hukum bisa juga 

undang-undang yang ada pada negara dengan undang-undang negara 
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lainnya dengan hukum yang ditetapkan sebagaimana dalam penetapan 

pengadilan. Dalam perbandingan khusus ataupun juga umum.
61

 Untuk 

mengetahui perbedaan persamaan dari masing-masingnya yang ada dalam 

hukum Islam dan hukum positif. 

C. Bahan Hukum. 

Bahan hukum adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukannya 

sebuah penelitian, karena dengan adanya bahan hukum kita bisa meninjau 

segala aspek yang terjadi, kita juga bisa menerka tinjauan apa yang harus 

dilakukan dalam menentukan suatu hukum yang sedang dibutuhkan, yang 

digunakan oleh peneliti yakni bahan hukum primer (primery source) akan 

tetapi bahan hukum tidak terbatas hanya ini saja, dan ada juga bahan hukum 

sekunder (secondary source), kedua bahan hukum tersebut yang digunakan 

peneliti untuk meneliti perkara wali adhal tersebut.
62

 Ini adalah kedua bahan 

hukum tersebut: 

1. Bahan Hukum Primer. 

Ini adalah salah satu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, 

dan inilah beberapa bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian skripsi ini: 

a. Al-Qur’an; 

b. Hadis; 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 

Undang-Undang no 16 tahun 2019; 
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d. Kompilasi Hukum Islam; 

e. PMA No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim; 

f. Penetapan Pengadilan Agama No 1109/Pdt.P/PA.Jr/2023; 

2. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan ini adalah suatu bahan yang dapat membantu mendapatkan 

jalan terang suatu pokok permasalahan yang dapat juga memberikan 

pandangan hukum dari pengalaman penanganan hukum yang pernah ada 

sebelumnya, sebagaimana seperti tulisan dalam buku yang memiliki 

keterkaitan mengenai informasi hukum dan yang dipergunakan peneliti 

seperti komentar yang ada dalam putusan pengadilan dan surat dalam 

narasi hukum yang terhubung dalam pembahasan skripsi. 

D. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yakni teknik 

kepustakaan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengkaji 

sumber-sumber bahan hukum tertulis yang memberikan titik terang penelitian 

kepada peneliti sebagai sumber hukum penelitian informasi tertulis yang 

dipublikasikan sebagai acuan hukum dalam penelitian sebuah hukum 

normatif.
63

 

Penelitian ini juga menggunakan tata cara mendokumentasikan data 

secara tertulis yang menjadi tolak ukur sebagai bahan acuan dalam jalannya 

penelitian, yakni adalah salah satu hal yang penting, tercatat atau tertulis dan 

ternarasikan, yang dijadikan bukti-bukti sesuai keterangan, surat resmi dan 
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juga undang-undang yang terdokumentasikan tersusun secara sistematis 

sebagai sumber rujukan dalam sebuah penelitian.
64

 

E. Teknik Analisis Data. 

Adalah cara yang digunakan untuk menyusun data agar lebih sistematis 

dan logis agar bisa ditelaah, karena peneliti pada awalnya mendapatkan data 

hasil dari penelitian yang secara acak dan tidak berurutan, maka dari itu perlu 

adanya analisis data, agar data tersusun secara konkrit dan bisa dinalar, dalam 

analisa data ada tiga tahapan :
65

 

1. Reduksi Data 

Data yang didapatkan ditulis atau diketik dengan uraian yang 

terperinci,
66

 yang memiliki fokus tertentu yang diperhatikan berdasarkan 

pemilihan, yang berkaitan dengan jalannya penelitian, dalam mencari 

sumber-sumber data dalam penelitian. 

2. Penyajian Data 

Yakni penuangan data dengan berbentuk kata-kata, teks dan uraian 

naratif, penyajian data ini sering dipakai dalam penelitian yang memiliki 

sifat kualitatif, sebagaimana menurut Sugiyono, yakni bisa dimaktubkan 

kedalam bentuk singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dengan melalui proses verifikasi dan juga pengambilan kesimpulan 

penulis juga sudah jauh menelaah data yang valid dan dirasa sangat real 

untuk menjadi bahan acuan dasar, dan juga telah diverifikasi saat 
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penelitian berlangsung,
67

 kesimpulan yang diambil pada awalnya adalah 

kesimpulan sementara, dan kesimpulan yang dapat dipercaya dengan 

adanya bukti data sebagai penguat dalam kesimpulan yang telah diambil 

sebelumnya, dan kesimpulan tersebut dapat dinalar dan juga dapat 

dipercaya, dengan ini penelitian yang memiliki kelanjutan berulang dan 

signifikan ini akan menjadikan gambaran yang memiliki keberhasilan 

dalam proses penelitian yang beurutan. 

F. Keabsahan Data. 

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mendapatkan keabsahan 

suatu data, dimana metode ini menggunakan tiga pandangan dari sudut yang 

berbeda dalam mengolah keabsahan data, dalam hal ini menerapkan metode 

ada dua cara, yakni triangulasi sumber, pertama proses mendapatkan data dari 

teknik yang berbeda dalam satu fenomena, kedua yakni triangulasi metode, 

yakni pengumpulan data yang sama dari perbedaan sumber penelitian.
68

 

G. Tahap-tahap penelitian. 

Pembagian rancangan suatu penelitian yang akan dijalankan, berawal 

dari penelitian awalan, tahap mengembangkan data, sampai tahap penulisan 

laporan. Tahap yang dilalui dalam penelitian meliputi dalam tiga tahap, pra 

lapangan, pengerjaan, dan sampai ditahap analisis data. 

1. Pra Riset 

a. Menyusun rancangan penelitian; 

b. Pemilihan tempat penelitian; 
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c. Memilih fokus penelitian; 

d. Pengkonsultasian fokus penelitian; 

2. Riset 

a. Pemahaman latar belakang; 

b. Pemahaman tujuan penelitian; 

c. Pencarian sumber data dari objek yang sudah ditentukan; 

d. Pengumpulan data; 

e. Melakukan analisa data dari tahapan penelitian yang telah diterapkan; 

3. Pasca Riset 

a. Menarik hasil kesimpulan yang telat dibuat; 

b. Penyusunan data yang telah didapatkan; 

c. Kritik dan saran
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Duduk Perkara Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan tidak sekufu 

dalam Penetapan Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr. 

Seperti yang telah ada didalam penetapan Nomor 

1109/Pdt.P/2023/PA.Jr. Disini penulis menggunakan nama samaran yakni 

Pemohon Termohon, yang terkait sebagaimana berikut : 

1. Pemohon berumur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan 

PNS, yang berdomisili di Jember, sebagai pemohon, pemohon dalam 

waktu singkat hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami 

pemohon, berumur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, 

domisili Jember. 

2. Kedua orang tua pemohon dan calon suami pemohon telah sama-sama 

mengetahui hubungan cinta kasih antara keduanya, dan bahkan calon 

suami pemohon telah meminang pemohon, akan tetapi ayah pemohon 

sebagai wali nikah dari pemohon menolak untuk menjadi wali dengan 

alasan ayah dari pemohon, ingin pemohon menikah dengan pria pilihan 

ayahnya yang bekerja sebagai PNS dan keluarga besar calon suami 

pemohon tidak mendatangi dan bertemu dengan orang tua pemohon, 

dan calon suami pemohon tidak menunjukkan akta cerai kepada ayah 

pemohon. 

3. Pemohon telah berupaya untuk membujuk agar ayah pemohon 

menerima pinangan dari calon suami pemohon agar mau menjadi wali 
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nikahnya, akan tetapi ayah pemohon tetap bersikukuh dengan 

pendiriannya. Pemohon juga berpendapat bahwasanya penolakan 

keengganan wali untuk menikahkan tidak berdasarkan hukum atau tidak 

memuat orientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai 

anak. 

4. Dengan beranggapan pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi 

seorang istri atau ibu rumah tangga, dan begitu pula calon suami yang 

telah dewasa dan siap untuk menafkahi dan sudah mempunyai 

pekerjaan tetap dengan penghasilan rata rata Rp 5.000.000,(lima juta 

rupiah) setiap bulannya. 

5. Dimana keduanya telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikhawatirkan 

apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan juga hukum negara. 

1. Pertimbangan Majelis Hakim 

Menimbang bahwa karena wali nikah pemohon telah enggan 

(adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon 

suaminya, sedangkan antara pemohon dengan calon suaminya 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis 

Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara', serta tidak 

ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan 
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pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan 

pernikahan oleh KUA Kecamatan Kaliwates tersebut harus 

dikesampingkan dan karena itu Pengadilan Agama Jember 

mengabulkan permohonan pemohon; 

Menimbang bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), 

maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo 

pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 

tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali 

hakim; 

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil 

alih hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:  

ثَ نَا عَبْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ  ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَالَ: حَدَّ ، عَنْ حَدَّ ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْرأمَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ  عُرْوَةَ، عَنْ عَائأشَةَ، عَنأ النَّبِأ

ٍّ ، وَفِأ   حَدأيثأ : قَالَ رَسُولُ اللَّهأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ : لَ نأكَاحَ إألَّ بأوَلِأ
َّ لَهُ  ٌّ مَنْ لَ وَلِأ لْطاَنُ وَلِأ  عَائأشَةَوَالسُّ

 

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, 

Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas 

mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan 

nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: 

Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;
69

 

 

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 
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Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. 

pasal 2 ayat (1), (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Islam yang bersangkutan; 

2. Amar Putusan 

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas serta adanya 

bukti dan saksi-saksi maka dalam hal ini hakim menetapkan: 

a. Mengabulkan permohonan pemohon ; 

b. Menyatakan wali nikah pemohon adalah adhal / enggan dan 

pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan dengan 

wali hakim; 

c. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk 

menikahkan pemohon dengan calon suaminya; 

d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 

3. Alasan Permohonan Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak 

Sekufu Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr 

a. Pemohon memiliki pasangan dan dalam waktu dekat akan 

melakukan pernikahan, akan tetapi tidak mendapatkan restu oleh 

walinya, dan pemohon telah membujuk walinya agak mau 

memberikan restu, akan tetapi walinya tidak mau dan tetap 
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bersikukuh, wali dari pemohon memiliki alasan bahwasanya 

pemohon harus menikah dengan calon pria yang bekerja sebagai 

PNS. 

b. Pemohon berpendapat bahwasanya keengganan ayahnya untuk 

tidak menjadi wali tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum 

Negara yang berlaku, sehingga tidak memiliki rasa belas kasih 

kepada pemohon yang akan segera menikah dan tidak memikirkan 

keinginan pemohon untuk menikah dengan calon pilihan nya. 

c. Pemohon menganggap dirinya telah dewasa dan mampu menjadi 

ibu rumah tangga bersama calon suaminya, tidak ada larangan 

untuk meikah diantara keduanya, keduanya dianggap sudah mampu 

menjalankan kehidupan berumah tangga, dan calon suami pemohon 

memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta yang memiliki 

gaji perbulan Rp. 5.000.000.00 ( lima juta rupiah). 

d. Pemohon dan calon suaminya tidak sedang ada larangan 

perkawinan dan diantara kedunya bukan mahram, dan keduanya 

tidak ada hubungan darah, yang menyebabkan larangan kawin. 

e. Pemohon telah menyampaikan kehendak nikah ke Kantor Urusan 

Agama Kecamatan, akan tetapi ditolak, karena walinya telah 

enggan (adhal), oleh karena hal tersebut pemohon melaporkan 

kehendak nya untum meminta penetapan kepada hakim pengadilan 

agama untuk meminta penetapan wali adhal. 
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f. Pemohon khawatir apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan 

dalam waktu dekat ditakutkan akan terjadi hal yang dilarang oleh 

agama maupun negara karena diantara keduanya sudah saling 

mencintai dan hubungan keduanya telah diketahui oleh walinya. 

g. Dalam Persidangan tersebut ayah sebagai wali nikah tidak hadir 

dalam persidangan tanpa ada alassan yang jelas, walaupun dirinya 

telah dimohon untuk hadir secara patut untuk dating ke pengadilan. 

h. Ayah pemohon sebagai wali tidak memberikan restu kepada 

pemohon untuk segera melaksanakan perniakahan dengan calon 

suaminya, berbeda dengan ibu pemohon yang menjadi saksi dalam 

persidangan yang membuktikan bahwasanya ibu dari pemohon 

telah memberikan restu kepada pemohon untuk melaksanakan 

pernikahan dalam waktu dekat. 

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam 

Menetapkan Perkara Wali Adhal. 

1. Menimbang majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat agar 

pemohon menunggu wali nikahnya bersedia untuk menikahkan. 

2. Menimbang wali nikah telah dipanggil kepersidangan akan tetapi wali 

pemohon tidak hadir tanpa ada alasan yang sah. 

3. Menimbang bahwa pemohon hadir dalam persidangan, dan telah 

memberikan dalil dan keterangan permohonan. 

4. Menimbang pemohon telah mengajukan bukti surat dan keterangan 

saksi dalam persidangan yang telah sesuai dan mempunyai dalil yang 
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kuat. 

5. Menimbang bahwasannya wali telah enggan (adhal) sebagaimana bukti 

yang telah disampaikan dan telah dihadirkan dalam persidangan. 

6. Menimbang bahwasannya pemohon mampu mejadi ibu rumah tangga 

dan calon suaminya mampu menjadi kepala rumah tangga, dan calon 

suami sudah memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan Rp. 

5.000.000 (lima juta rupiah ) perbulan. 

Bahwasanya dalam pernikahan sangat diperlukan adanya wali, 

karena tanpa adanya wali pernikahan tidak akan bisa terlaksanakan, wali 

dalam sebuah pernikahan ibarat wudhlu dalam sholat dimana setiap saat 

melakukan sholat kita perlu melakukan wudhlu, menjaga wuhdlu diantara 

sholat dapat diibaratkan dengan sikap adil, menjadi wali hendaknya 

bersikap adil, yang dimaksud adil menjadi wali adalah wali yang jarang 

melakukan dosa kecil dan menjaga terbuatnya dosa besar, maka dari itu 

pendapat hakim tersebut menjadikan tolak ukur penulisan ini terhadap wali 

adhal yang seperti apa yang diharapkan oleh pemohon dalam rangkaian 

penulisan ini.
70

 Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal 8:28. 

نَة  وَّانََّ الل  هَ عأنْدَه اَجْر   اَ امَْوَالُكُمْ وَاوَْلَدكُُمْ فأت ْ عَظأيْم  وَاعْلَمُوْا انََّّ   

Artinya; “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan keapadamu, sedang kamu 

mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 

                                                             
70
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hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala 

yang besar”. [Al-Anfal/8 : 27-28]
71

 

 

Dalam ayat diatas telah memberikan acuan kepada penetapan yang 

diberikan oleh hakim untuk tetap bisa mengabulkan permohonan pemohon 

untuk tetap bisa menjalankan pernikahan walaupun wali enggan untuk 

menikahkan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum agama dan 

juga hukum negara, dengan begitu kewenangan perwalian wali dari 

pemohon akan berpindah kepada wali hakim setelah adanya penetapan 

pengadilan. 

Dengan merujuk hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz 2dari Siti 

Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَالَ: حَدَّ ، حَدَّ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْرأمَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ عَنْ عَائأشَةَ، عَنأ النَّ  بِأ

 ٌّ ٍّ ، وَفِأ حَدأيثأ عَائأشَةَوَالسُّلْطاَنُ وَلِأ  رَسُولُ اللَّهأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ : لَ نأكَاحَ إألَّ بأوَلِأ
َّ لَهُ   مَنْ لَ وَلِأ

 

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, 

‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka 

berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali 

dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali 

bagi orang yang tidak mempunyai wali”
72

 

 

Sebagaimana hadis diatas adalah hadis yang dipakai oleh hakim 

untuk menunjang penetapan pengadilan dan penguat dalam hal 

menetapkan pemohon dalam penetapan nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr. 
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Memang benar bahwasanya pernikahan tidak sah apabila tanpa adanya 

wali, sebagaimana hadis diatas, akan tetapi apabila wali menolak untuk 

menikahkan karena adanya sebab yang menyebabkan wali enggan untuk 

menjadi wali saat akad dengan alasan yang tidak sesuai syari'at dan hukum 

yang berlaku, maka kewenangan perwaliannya akan berpindah kepada 

wali hakim.
73

 

Pendapat ke empat imam madzhab tentang wali adhal adalah ketika 

telah datang seorang pria yang sudah baligh, mampu membayar mahar 

tidak memiliki penyakit, tidak ada larangan menikah, sekufu, muslim, 

apabila wali dari wanita menolak walaupun dengan maksut untuk menjaga 

kemaslahatan yang diajarkan walinya, walaupun dengan perasaan sayang 

saat melepaskan, memiliki niatan untuk merusak, maka perwaliannya 

dapat berpindah kepada wali hakim, sebelum berpindah kepada wali hakim 

ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi yakni harus mendatangkan wali, 

calon pria dan wanita, dan saksi, menjadi bukti nyata sebagai wali telah 

melakukan penolakan untuk menjadi wali dihadapan hakim, apabila wali 

berubah pikiran dan mau menjadi wali nikah maka tidak akan terjadi wali 

adhal, apabila wali tetap bersikukuh pada pendiriannya dan tetap enggan 

menjadi wali dengan alasan yang tidak sesuai syariat, maka erat dugaan 

kewenangan perwaliannya berpindah kepada wali hakim.
74

 Dengan adanya 

pendapat dari imam mahzab ini menjadikan penguat untuk hakim dalam 
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memberikan penetapan agar pemohon tetap bisa melakukan pernikahan 

dengan wali hakim, sebagai pertimbangan yang telah dipertimbangkan. 

Tabel 2.2 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 

TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN 

KE DELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 

1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN 

TENTANG PERUBAHAN KE SEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL. 

      GOLONGAN III    

MKG A  B  C  D  

 LAMA BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA BARU 

         

0 2.579.400 2.785.700 2.688.500 2.903.600 2.802.300 3.026.400 2.920.800 3.154.400 

1         

2 2.660.700 2.873.500 2.773.200 2.995.000 2.890.500 3.121.700 3.012.800 3.253.700 

3         

4 2.744.500 2.964.000 2.860.500 3.089.300 2.981.500 3.220.000 3.107.700 3.356.200 

5         

6 2.830.900 3.057.300 2.950.600 3.186.600 3.075.500 3.321.400 3.205.500 3.461.900 

7         

8 2.920.100 3.153.600 3.043.600 3.287.000 3.172.300 3.426.000 3.306.500 3.571.000 

9         

10 3.012.000 3.252.900 3.139.400 3.390.500 3.272.200 3.533.900 3.410.600 3.683.400 

11         

12 3.106.900 3.355.400 3.238.300 3.497.300 3.375.300 3.645.200 3.518.100 3.799.400 

13         

14 3.204.700 3.461.100 3.340.300 3.607.500 3.481.600 3.760.100 3.628.900 3.919.100 

15         

16 3.305.700 3.570.100 3.445.500 3.721.100 3.591.200 3.878.500 3.743.100 4.042.500 

17         

18 3.409.800 3.682.500 3.554.000 3.838.300 3.704.300 4.000.600 3.861.000 4.169.900 

19         

20 3.517.200 3.798.500 3.665.900 3.959.200 3.821.000 4.126.600 3.982.600 4.301.200 

21         

22 3.627.900 3.918.100 3.781.400 4.083.900 3.941.400 4.256.600 4.108.100 4.436.700 

23         

24 3.742200 4.041.500 3.900.500 4.212.500 4.065.500 4.390.700 4.237.500 4.576.400 

25         

26 3.860.100 4.168.800 4.023.300 4.345.100 4.193.500 4.528.900 4.370.900 4.720.500 

27         

28 3.981.600 4.300.100 4.150.100 4.482.000 4.325.600 4.671.600 4.508.600 4.869.200 

29         

30 4.107.000 4.435.500 4.280.800 4.623.200 4.461.800 4.818.700 4.650.600 5.022.500 

31         

32 4.236.400 4.575.200 4.415.600 4.768.800 4.602.400 4.970.500 4.797.000 5.180.700 
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Penulis berpendapat sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 

10 tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, 

dimana dengan pendidikan DI besaran gaji pokok tertinngi digolongan tiga 

adalah Rp. 5.180.700. ( lima juta seratus delapan puluh, tujuh ratus rupiah 

), dan gaji suami yang hanya pegawai swasta saja berkisar Rp. 5.000.000 

(lima juta rupiah) disetiap bulannya, maka dari itu, dalam hal ini 

kesetaraan dalam masalah pekerjaan, strata sosial, kekayaannya adalah 

sepadan (sekufu) oleh karena itu, pendapat wali dari pemohon tidak sesuai 

dengan kenyataan, dalam hal ini pemohon dan calon suaminya adalah 

sepadan (sekufu). 

Bahwa walinya telah enggan untuk menikahkan, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 23 ayat (2) KHI, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) 

PMA No. 2 Tahun 1987 tentang wali adhal dan penunjukan wali hakim, 

maka yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim. Sebagaimana 

dalam pasal 6 dan 7 UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1), (3) PP No. 9 

tahun 1975 tantang pelaksana UU Perkawinan, dan segala ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang 

bersangkutan dengan pengajuan kehendak nikah terjadi berpindahnya hak 

wali kepada wali hakim sebagaimana yang telah ada didalam peraturan 

tersebut diatas. 

Menurut penulis jika dilihat dari penetapan pengadilan agama 

tersebut mengabulkan permohonan wali adhal dengan alasan tidak sekufu 

tersebut yang mana telah dijelaskan pada pasal 23 ayat (2) UU 
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Perkawinan, dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru 

dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama 

tentang wali tersebut, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya 

pengabulan permohonan wali adhal ini didasari dengan rasa kemanusiaan, 

yang mana wali tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri untuk 

menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan calon pria yang tidak 

diinginkan oleh wanita dibawah perwaliannya dan jika dilihat dari 

pendapat para ulama madzhab penetapan ini tidak melanggar ketentuan 

dan syariat Islam, dalam pasal 4 ayat (1) PMA No. 2 Tahun 1987 tentang 

Penunjukan Wali Hakim, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku 

pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya 

untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pada pasal 2 

ayat (1) peraturan ini, dalam peraturan ini telah ditunjuk untuk 

menggantikan kewenangan wali nashab untuk menikahkan wanita 

dibawah perwaliannya kepada wali hakim, wali hakim disini yakni kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk untuk menjadi wali 

hakim setelah adanya putusan dari pengadilan. 

Pendapat penulis terhadap penetapan wali adhal dengan alasan tidak 

sekufu tersebut yakni mengacu pada ketentuan yang ada dalam penetapan 

tersebut dalam pasal 23 ayat (2) KHI dalam hal wali adhal atau enggan 

maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya 

penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bilamana wali 

nashabnya tidak mau atau enggan menjadi wali dalam pernikahan wanita 
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dibawah perwaliannya dengan alasan-alasan yang mengacu atas dasar 

tidak mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan calon pria 

yang menjadi pilihan maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali 

hakim setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama di wilayah tempat 

tinggal dari calon mempelai wanita, dan hal ini sudah ada dalam PMA 30 

tahun 2005 tentang wali hakim, dan dalam pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 

1975 tentang pelaksana perkawinan UU Perkawinan, barang siapa yang 

melakukan nikah, talak, rujuk, menurut agama Islam wajib dicatat oleh 

pegawai pencatat nikah, hal ini telah tercatat diberbagai perundang-

undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan. 

Tidak hanya mengacu pada pasal 23 ayat (2) dan PMA 30 tahun 

2005 tentang wali hakim dan juga dalam pasal 2 ayat (1), (3) PP No. 9 

Tahun 1975 tentang pelaksana perkawinan UU Perkawinan, dalam 

memberikan penetapan permohonan wali adhal tersebut tak lupa juga 

tersemat dalam Kitab Minhajut Thalibbin sebuah hadis dari Siti Aisyah 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَالَ: حَدَّ ، حَدَّ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْرأمَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ  عَنْ  عَائأشَةَ، عَنأ النَّبِأ

 ٌّ ٍّ ، وَفِأ حَدأيثأ عَائأشَةَوَالسُّلْطاَنُ وَلِأ  رَسُولُ اللَّهأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ : لَ نأكَاحَ إألَّ بأوَلِأ
 َّ   لَهُ مَنْ لَ وَلِأ

 

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, 

‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka 

berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali 
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dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali 

bagi orang yang tidak mempunyai wali”
75

 

 

Bahwasanya dalam pernikahan sangat diperlukan adanya wali, 

karena tanpa adanya wali pernikahan tidak akan bisa terlaksanakan, wali 

dalam sebuah pernikahan ibarat wudhlu dalam sholat dimana setiap saat 

melakukan sholat kita perlu melakukan wudhlu, menjaga wuhdlu diantara 

sholat dapat diibaratkan dengan sikap adil, menjadi wali hendaknya 

bersikap adil, yang dimaksud adil menjadi wali adalah wali yang jarang 

melakukan dosa kecil dan menjaga terbuatnya dosa besar, maka dari itu 

pendapat hakim tersebut menjadikan tolak ukur penulisan ini terhadap wali 

adhal yang seperti apa yang diharapkan oleh pemohon dalam rangkaian 

penulisan ini.
76

 

Pasal 6 dan 7 UU Perkawinan menjelaskan bahwasanya pencatatan 

perkawinan sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia yang 

melakukan pernikahan wajib dicatatkan dan diketahui dan dihadiri oleh 

Pegawai Pencatat Nikah, karena hal ini sangat penting untuk membuktikan 

bahwasanya pernikahannya tercatat dan dianggap sah oleh negara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak tercatat 

maka perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara dan mungkin hanya 

sah dimata agama, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang 

undangan dan hanya sah dalam hukum islam yang dimana biasanya 

disebut dengan nikah siri dan hal ini tidak  memiliki kekuatan hukum, 
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penulisan ini merujuk pada penetapan dari Pengadilan Agama Jember, 

yakni Penetapan Nomor 1109/Pdt.P/2023/Pa.Jr. Dalam penetapan tersebut 

hakim mengabulkan permohonan wali hakim didasarkan dari beberapa 

pertimbangan yang ada, salah satunya ditemukan fakta memang benar wali 

dari pemohon tidak mau atau enggan untuk menjadi wali hakim dibuktikan 

dengan adanya dua saksi yang secara kontekstual memberikan kesaksian 

yang sama bahwasanya wali dari pemohon enggan untuk menikahkan 

dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan 

disaat dipanggil dengan patut, akan tetapi wali tersebut tidak hadir dalam 

persidangan dan tidak memberikan alasan yang sah walaupun kepadanya 

telah dipanggil dengan patut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi 

menunjukkan bahwasanya wali tersebut telah enggan untuk menjadi wali 

dalam pernikahan pemohon tersebut. 

Menurut penulis penetapan hakim tersebut sudah tepat dengan 

ketentuan hukum yang berlaku dalam penetapan tersebut hakim telah 

melakukan beberapa pertimbangan, dari segi hukum Islam dan hukum 

positif dalam menentukan penetapan wali adhal dengan alasan tidak 

sekufu tersebut, dengan mengedepankan kepentingan hak setiap manusia 

untuk menikah dengan seseorang yang diinginkan dan dipilih untuk 

menjadi calon dunia akhirat, karena sudah tidak ada lagi jaman siti 

nurbaya yang dimana harus menikah dengan seseorang pilihan orang tua 

yang mungkin saja keinginan wali tersebut dengan sifat memaksa apabila 

tidak dituruti maka wali tersebut tidak akan memberikan restu dimana 
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restu kedua orang tua adalah kunci utama kesuksesan anak dalam 

menjalankan berbagai kehidupan rumah tangga. 

Jika melihat pada penetapan pengadilan agama tersebut, hakim 

mengabulkan permohonan wali hakim dengan kehati-hatian dan tidak 

melakukan dengan semena-mena dalam menetapkannya,  jika dilihat 

dalam hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

ثَ نَا عَ  ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَالَ: حَدَّ ، عَنْ عُرْوَةَ، حَدَّ ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ بْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْرأمَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ  عَنْ عَائأشَةَ، عَنأ النَّبِأ

ٌّ رَسُولُ اللَّهأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ : لَ نأ  ٍّ ، وَفِأ حَدأيثأ عَائأشَةَوَالسُّلْطاَنُ وَلِأ كَاحَ إألَّ بأوَلِأ
َّ لَهُ   مَنْ لَ وَلِأ

 

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, 

‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka 

berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali 

dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali 

bagi orang yang tidak mempunyai wali”
77

 

 

Telah dibenarkan bahwasanya pernikahan tidak sah tanpa adanya 

wali dan dua saksi yang adil, maka dengan adanya hal ini apabila wali 

tidak mau menikahkan dengan adanya alasan-alasan yang tidak sah dan 

tidak dibenarkan oleh hukum maka perwaliannya dapat berpindah kepada 

wali hakim sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1), (2) KHI, maka dari itu 

pernikahan depat berjalan dengan menggunakan wali hakim setelah 

adanya penetapan dari pengadilan. 

Hasil penulisan dari pertimbangan majelis hakim dengan ketentuan 

hukum islam yakni sebagaimana berikut: 

                                                             
77

 Nasution, Pedoman Lengkap Fikih Munakahat, 80.  



 

 

 
 

58 

1) Karena wali nikah telah enggan, dengan dibuktikannya wali tidak mau 

menghadiri persidangan tanpa ada alasan yang jelas, pemohon dan 

calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan, sebagai mana 

penolakan yang dilakukan oleh KUA harus dikesampingkan, hal ini 

sudah sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan pasal 23 ayat (2) 

KHI. 

Dilihat dalam hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَالَ: حَدَّ ، حَدَّ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْ  رأمَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ عَنْ عَائأشَةَ، عَنأ النَّبِأ

 ٌّ ٍّ ، وَفِأ حَدأيثأ عَائأشَةَوَالسُّلْطاَنُ وَلِأ  مَنْ رَسُولُ اللَّهأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ : لَ نأكَاحَ إألَّ بأوَلِأ
َّ لَهُ   لَ وَلِأ

 

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, 

Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas 

mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan 

nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: 

Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”
78

 

Dengan ini majelis hakim memberikan penetapan dengan mengacu 

pada hadis diatas dimana yang menjadikan penetapan tersebut sesuai 

dengan syariat islam terutamanya, dan sudah sesuai dengan hukum 

yang berlaku, tidak dapat dipungkiri dengan ini majelis hakim 

memberikan penetapan kepada pemohon bahwasanya pemohon tetap 

dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat islam dan dicatat 

di KUA Kecamatan dan nikahnya sah secara agama dan sah secara 

negara, walaupun tidak menggunakan wali nashab karena wali nashab 
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telah menunjukkan keengganannya, dan kewenangan perwaliannya 

berpindah kepada wali hakim maka dari itu keputusan yang sudah 

diberikan majelis hakim ini tidak menyalahi aturan agama Islam yang 

berlaku dan tidak tidak melanggar hukum yang berlaku. 

2) Merujuk pada pertimbangan hakim bahwasanya pernikahan hanya 

dapat dijalankan atas kemauan kedua belah pihak, apabila kedua belah 

pihak sepakat untuk menikah maka pernikahan dapat dijalankan selagi 

keduanya tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak ada halangan 

yang menghalang-halangi pernikahan kedua belah pihak, didalam 

penetapan tersebut pemohon dan calon suami pemohon tidak ada 

hubungan darah dan tidak ada hubungan kekeluargaan sebagaimana 

pasal 6 UU Perkawinan. Akan tetapi wali dari pemohon menghalang-

halangi pernikahan pemohon dengan calon suaminya, karena ayah 

dari pemohon menginginkan calon suami dari pemohon yang bekerja 

sebagai PNS. 

3) Merujuk tentang pertimbangan hakim pada pasal 7 UU Perkawinan jo 

pasal 2 ayat (1), (3)  PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksana 

perkawinan UU Perkawinan, dimana usia menikah bagi seorang laki 

laki adalah 19 tahun dan usia menikah untuk wanita yakni 16 tahun 

dan ada perubahan pembaruan yang terdapat pada Undang-undang No 

16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan yakni ada penyetaraan usia 

dimana usia menikah bagi pria maupun wanita sama-sama berumur 19 

tahun, dimana pertimbangan hukum yang telah dipakai hakim telah 
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sesuai dengan syariat islam dan undang-undang yang berlaku di 

Indonesia. 

Hasil dari pertimbangan hukum penetapan majelis hakim pengadilan 

agama telah sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku, maka dari 

itu penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu ini dapat 

dipertimbangkan dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku dengan 

mempertimbangkan hukum dan syariat islam sebagaimana yang berlaku di 

Indonesia.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Duduk Perkara Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu 

Dalam Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr 

a. Pemohon memiliki hubungan dengan calon suaminya, dan dalam 

waktu dekat akan menikah. 

b. Wali pemohon dan wali calon suami pemohon serta keluarganya telah 

mengetahui hubungan yang dijalani pemohon dan calon suaminya 

yang telah lama memiliki hubungan cinta. 

c. Calon suaminya telah meminang pemohon kepada ayahnya, namun 

ayah pemohon sebagai wali tidak setuju atau menolak lamaran calon 

suami pemohon. 

d. Ayah pemohon menolak lamaran tersebut dan berpendapat, 

mengiginkan calon pria yang bekerja sebagai PNS, dan wali dari calon 

pria yang melamar tidak turut hadir. 

e. Pemohon telah berusaha membujuk agar walinya mau menikahkan 

pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali dari pemohon, 

tetap bersikukuh tidak mau menikahkan. 

f. Pemohon sudah menyodorkan semua berkas pernikahan, akan tetapi 

pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak, dengan alasan 

karena wali tidak mau menikahkan dan tidak bersedia menjadi wali. 
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g. Pemohon berpendapat bahwasanya penolokan ayahnya sebagai wali 

tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak memikirkan 

orientasi kebahagiaan putrinya. 

h. Pemohon menganggap dirinya telah dewasa dan siap menjadi ibu 

rumah tangga, begitu juga calon suami pemohon juga telah siap 

menjadi kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan tetap dan 

memiliki penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap 

bulannya. 

i. Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, 

menurut ketentuan hukum islam dan hukum negara yang berlaku. 

j. Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan karena 

agar tidak ada hal yang tidak diinginkan oleh pemohon dan calon 

suaminya. 

k. Sebagaimana yang telah disebut diatas, Pemohon memohon kepada 

Hakim Pengadilan Agama Jember, untuk meminta penetapan wali 

hakim, agar pemohon dan calon suaminya bisa menikah menggunakan 

wali hakim. 

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Wali Adhal Pada 

Penetapan Nomor:  1109/Pdt.P/2023/PA.Jr 

Hasil penulisan dari pertimbangan majelis hakim dengan ketentuan 

hukum, yakni sebagaimana berikut: 

a) Karena wali nikah telah adhal, enggan dengan dibuktikannya wali 

tidak mau menghadiri persidangan tanpa ada alasan yang jelas, 
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pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan, 

sebagaimana penolakan yang dilakukan oleh KUA harus 

dikesampingkan, hal ini sudah sesuai dengan syariat islam dan sesuai 

dengan pasal 23 ayat (2) KHI. 

b) Dilihat dalam hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَا ، عَنْ حَدَّ ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ لَ: حَدَّ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْرأمَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ  عُرْوَةَ، عَنْ عَائأشَةَ، عَنأ النَّبِأ

ٍّ ، وَفِأ حَدأيثأ : قَالَ رَسُولُ اللَّهأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ  وَسَلَّمَ : لَ نأكَاحَ إألَّ بأوَلِأ
َّ لَهُ  ٌّ مَنْ لَ وَلِأ لْطاَنُ وَلِأ  عَائأشَةَوَالسُّ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, 

Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas 

mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan 

nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: 

Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”
79

 

 

Dengan ini majelis hakim memberikan penetapan dengan mengacu 

pada hadis diatas dimana yang menjadikan penetapan tersebut sesuai 

dengan syariat Islam terutamanya, dan sudah sesuai dengan hukum 

yang berlaku, tidak dapat dipungkiri dengan ini majelis hakim 

memberikan penetapan kepada pemohon bahwasanya pemohon tetap 

dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan dicatat 

di KUA Kecamatan dan nikahnya sah secara agama dan sah secara 

negara, walaupun tidak menggunakan wali nashab karena wali nashab 

telah menunjukkan keengganannya, dan kewenangan perwaliannya 

berpindah kepada wali hakim maka dari itu keputusan yang sudah 
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diberikan majelis hakim ini tidak menyalahi aturan agama Islam yang 

berlaku dan tidak melanggar hukum yang berlaku. 

c) Merujuk pada pertimbangan hakim bahwasanya pernikahan hanya 

dapat dijalankan atas kemauan kedua belah pihak, apabila kedua belah 

pihak sepakat untuk menikah maka pernikahan dapat dijalankan selagi 

keduanya tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak ada halangan 

yang menghalang-halangi pernikahan kedua belah pihak, didalam 

penetapan tersebut pemohon dan calon suami pemohon tidak ada 

hubungan darah dan tidak ada hubungan kekeluargaan sebagaimana 

pasal 6 UU Perkawinan. Akan tetapi wali dari pemohon menghalang-

halangi pernikahan pemohon dengan calon suaminya, karena ayah 

dari pemohon menginginkan calon suami dari pemohon yang bekerja 

sebagai PNS. 

d) Merujuk pada Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 

Tentang Penyesuaian Gaji Poko Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Delapan Belas Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil Menurut Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Ke Sembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dimana gaji PNS 

dengan pendidikan DI, besaran gaji pokok tertinggi digolongan tiga 

adalah Rp. 5.180.700. ( lima juta seratus delapan puluh, tujuh ratus 

rupiah ), dan gaji calon suami pemohon yang hanya pegawai swasta 

saja berkisar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disetiap bulannya maka 
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dari itu, dalam hal calon suami pemohon dianggap sudah bisa 

memberikan nafkah kepada pemohon sebagai calon suami yang 

sederajat dan sepadan. 

e) Merujuk tentang pertimbangan hakim pada pasal 7 UU Perkawinan jo 

pasal 2 ayat (1), (3)  PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksana 

perkawinan UU Perkawinan, dimana usia menikah bagi seorang laki-

laki adalah 19 tahun dan usia menikah untuk wanita yakni 16 tahun 

dan ada perubahan pembaruan yang terdapat pada Undang-undang No 

16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan yakni ada penyetaraan usia 

dimana usia menikah bagi pria maupun wanita sama sama berumur 19 

tahun, dimana pertimbangan hukum yang telah dipakai hakim telah 

sesuai dengan syariat islam dan undang undang yang berlaku di 

Indonesia. 

Hasil dari pertimbangan hukum penetapan majelis hakim pengadilan 

agama telah sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku, maka 

dari itu penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu ini dapat 

dipertimbangkan dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku dengan 

mempertimbangkan hukum dan syariat islam sebagaimana yang berlaku di 

Indonesia. 
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B. Saran.  

1. Duduk Perkara Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu 

Dalam Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr 

Penulis menanggapi ada beberapa pertimbangan yang didapatkan, 

yakni perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu tersebut memang 

hal yang begitu jarang terjadi karena semestinya permohon wali terjadi 

karena dari pengantin wanita tidak memiliki wali atau wali tidak 

diketahui keberadaannya atau wali enggan menikahkan, maka dari itu 

pembahasan wali adhal dengan alasan tidak sekufu ini adalah hal yang 

jarang terjadi, maka penulis memberikan saran dengan memperhatikan 

hadis dari nabi Muhammad SAW Dalam hadis dikitab Nihayatus Zain 

pemaparan dari Syekh Nawawi al-Bantani.
80

 

رَةُ أَحَدُهَا حُر يَّة  فِأ  الزَّوْجأ وَفِأ الْْباَءأ وَثاَنأيهَا عأفَّة  عَنْ الفأسْقأ فأيه وَفِأ آباَئأهأ وَثاَلأثأهَا نأسَب  والْعأب ْ
سْلََمأ  رْفَة  فأيه أَوْ فِأ أَحَدٍ مأنْ آباَئأهأ وَهأيَ مَا يَ تَحَرَّفُ بأهأ لأطلََبأ  فأيه بأالْْباَءأ كَالْْأ وَرَابأعُهَا حأ

يَارأ الرِّزْقأ مأنْ ال ثبََّتَةأ لألْخأ
ُ
هَا سَلَمَةُ لألزَّوْجأ مأنْ العُيوبأ الم صَّنائأعأ وَغَيْْأها وَخَامأسأ  

Artinya: Pertama sifatnya merdeka (bukan budak) calon suami dan juga 

ayahnya, kedua terjaga agamanya, dan ketiga nasabnya, keempat 

pekerjaannya, lima bebasnya suami dari aib pernikahan. 

 

Dilihat dari hadits diatas kesepadanan bukanlah syarat sah untuk 

menjalankan pernikahan akan tetapi menjadi hal yang memperbolehkan 

melakukan pembatalan perkawinan, apabila dirasa calon suami tidak 
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sepadan, jadi walaupun tidak sepadan pernikahan bisa tetap dijalankan 

dan tetap menjadi sah dan tidak membuat pernikahannya batal.
81

 

Penulis memberikan saran pentingnya memiliki pasangan yang 

sekufu bukan hanya untuk menghindari potensi ketidakcocokan saja akan 

tetapi untuk menghindari hal-hal keburukan, dimana dengan adanya 

kesepadanan juga diharapkan membuat kelapangan dada untuk semua 

pihak dan tidak ada saling ungkit apabila terlihat kelemahan diantaranya.  

Maksutnya adalah apabila ada orang mencari jodoh maka harus bersifat 

se khufu ‘, seperti jika calon pengantin wanita bekerja dengan gaji Rp. 

5.000.000.00 (lima juta rupiah), maka sepatutnya calon pria yang 

melamar memiliki gaji yang setingkat dengan nya atau juga bisa lebih 

tinggi, dengan adanya hal ini agar tidak menimbulkan potensi 

ketidakcocokan dalam hal harta dan juga dalam menjaga komunikasi 

antara kedua belah pihak.
82

 Dengan adanya ayat tersebut dapat kita ambil 

sebagai pandangan hidup bahwasanya memilih jodoh sesuai dengan 

kafa’ah kita. 

Penulis menyarankan kepada wali apabila telah datang kepadanya 

lelaki yang baligh dan muslim yang akan melamar wanita dibawah 

perwaliannya, sekufu ( sepadan ) dan mampu membayar mahar, 

walaupun wali tersebut memiliki rasa eman dan rasa sayang yang sangat 

besar jika sudah waktunya dan ada pria yang melamar alangkah baiknya 

wali tersebut menerima lamaran pria tersebut. apabila wali nikah 
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menolak untuk menikahkan maka hak walinya dapat berpindah kepada 

wali hakim setalah adanya penetapan dari pengadilan sebagaimana dalam 

pendapat Sayiq Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunah”.
83

 

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Wali Adhal Pada 

Penetapan Nomor:  1109/Pdt.P/2023/PA.Jr 

Penulis menanggapi ada beberapa hal yang kurang dalam 

penetapan tersebut dari hukum islam, yakni perkara penetapan wali adhal 

dengan alasan tidak sekufu, didalam penetapan tersebut banyak dari 

hukum islam yang belum disertakan dan hakim hanya menyertakan hadis 

ini terdapat dalam Kitab Minhajut Thalibin dari Siti Aisyah bahwa 

Rasulullah bersabda: 

ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبأ قَ  ، عَنْ عُرْوَةَ، حَدَّ ، عَنأ الزُّهْرأيِّ ، عَنْ حَجَّاجأ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهأ بْنُ الْمُبَارَكأ الَ: حَدَّ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ وَسَلَّمَ ، وعَنْ عأكْرأمَةَ، عَنأ ابْنأ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ  عَنْ عَائأشَةَ، عَنأ النَّبِأ

ٌّ  رَسُولُ اللَّهأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهأ  ٍّ ، وَفِأ حَدأيثأ عَائأشَةَوَالسُّلْطاَنُ وَلِأ وَسَلَّمَ : لَ نأكَاحَ إألَّ بأوَلِأ
َّ لَهُ   مَنْ لَ وَلِأ

 

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, 

‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka 

berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali 

dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali 

bagi orang yang tidak mempunyai wali”
84

 

 

Dalam hadis dikitab Nihayatus Zain pemaparan dari Syekh 

Nawawi al-Bantani.
85
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رَةُ أَحَدُهَا حُر يَّة  فِأ الزَّوْجأ وَفِأ الْْباَءأ وَثاَنأيهَا عأفَّة  عَنْ الفأسْقأ فأيه وَفِأ آباَئأهأ وَثاَلأثأهَا نأسَب  و  الْعأب ْ
سْلََمأ فأيه  بأالْْباَءأ كَالْْأ رْفَة  فأيه أَوْ فِأ أَحَدٍ مأنْ آباَئأهأ وَهأيَ مَا يَ تَحَرَّفُ بأهأ لأطلََبأ   وَرَابأعُهَا حأ

يَارأ  ثبََّتَةأ لألْخأ
ُ
هَا سَلَمَةُ لألزَّوْجأ مأنْ العُيوبأ الم  الرِّزْقأ مأنْ الصَّنائأعأ وَغَيْْأها وَخَامأسأ

Artinya: Pertama sifatnya merdeka (bukan budak) calon suami dan juga 

ayahnya, kedua terjaga agamanya, dan ketiga nasabnya, keempat 

pekerjaannya, lima bebasnya suami dari aib pernikahan. 

 
Penulis merekomendasikan agar hadis tersebut dimasukkan karena 

didalamnya memiliki pengetahuan penting dalam memilih pasangan yang 

sekufu, bukan hanya untuk menghindari potensi ketidak cocokan saja 

akan tetapi untuk menghindari hal-hal keburukan, dimana dengan adanya 

kesepadanan juga diharapkan membuat kelapangan hati untuk semua 

pihak dan tidak ada saling ungkit apabila terlihat kelemahan diantaranya, 

dan masalah gaji ccalon pria tersebut sudah sebanding dengan gaji 

Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan DI yang berpenghasilan 

Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah). 

Sayiq Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunah” tidak dibenarkan bagi 

wali apabila telah datang kepadanya lelaki yang baligh dan muslim yang 

akan melamar wanita dibawah perwaliannya, sekufu ( sepadan ) dan 

mampu membayar mahar, apabila wali nikah menolak untuk menikahkan 

maka hak walinya dapat berpindah kepada wali hakim setalah adanya 

penetapan dari pengadilan.
86

 Dan juga ada pendapat ke empat imam 

mazhab yang belum ada didalamnya, dan penulis merekomendasikan 
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 Sayyid Sabiq, 27. 
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kepada hakim agar diberikan landasan hukum dari hukum islam 

perspektif ulama juga.  
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